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BAB II 

KONSEP PEMIMPIN DALAM HUKUM ISLAM DAN 

MUDDA’A ALAIH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Konsep Demokrasi  

Hampir semua negara-negara modern secara formal menganut asas 

kedaulatan rakyat. Makna kedaulatan rakyat yaitu kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan kekuasaan bersumber kepada kehendak rakyat. Prinsip 

dasar tersebut kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi dan secara formal 

demokrasi merupakan sesuatu yang diidealkan oleh setiap negara, namun 

pemahaman dan penerapan di tiap negara berbeda-beda.  

Istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani. Aristoteles dan Plato 

menggunakan kata demokratia  yang berarti “pemerintahan rakyat”.
1
 

Pengetahuan tentang pengertian demokrasi yang bersumber pada pengertian 

termnya (harfiayah) yaitu pemerintahan rakyat, yang berasal dari Bahasa 

Yunani demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Jadi,  demokratia 

(demokrasi) artinya pemerintahan rakyat atau pemerintahan “dari rakyat 

untuk rakyat”.
 2

 

Democracy juga disebut dengan the rule of the mob (pemerintahan 

oleh masa). Revolusi Prancis ikut memberi pengaruhnya terhadap makna 

demokrasi melalui ungkapan liberté (kebebasan), egalité (persamaan), dan 

                                                           
1
 Ahsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Tematis Al-Qur‟an, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2005), 105.  

2
 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986),158. 
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fraternité (persaudaraan). Kebebasan dan persamaan merupakan landasan 

berpijak demokrasi. Oleh karena itu, kebebasan dan persamaan juga 

merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari diakuinya 

antara lain kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan 

beragama serta adanya persamaan kedudukan di depan hukum.
3
 

Menurut Pericles, tokoh demokratik Athena berpendapat bahwa dapat 

dikatakan demokrasi apabila pemerintahan berada di tangan mayoritas, bukan 

di tangan sekelompok kecil orang. Dalam perselisihan pribadi, semua setara 

di hadapan hukum.
4
  

Pandangan ini sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

Pasal 5 Ayat (1) dan KUHAP, bahwa pengadilan mengadili menurutt hukum 

dengan tidak membeda-bedakan orang. 

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya Teori Umum tentang Hukum 

dan Negara, bahwa demokrasi berarti “kehendak” yang dinyatakan dalam 

tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subyek tatanan 

hukum tersebut.
5
  

Menurut Mustopadidjaja demokrasi konstitusional merupakan sebuah 

amanat para founding fathers yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. 

Mustopadidjaja mengungkapkan: 

                                                           
3
 Sri Soemantri M, Hukum Tata Negara Indonesia : Pemikiran dan Pandangan, (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2015), 50. 
4
 Muhammad Anis, Islam dan Demokrasi Perspektif Wilayah Al-Faqih, (Jakarta : Mizan, 2013), 

167. 
5
 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara Terjemahan General Theory Of Law and 

State, (Bandung : Nusa Media, 2014),  402. 
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“Dalam suatu negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan 

pemerintahan senantiasa dilakukan melalui kebijakan publik. Proses 

kebijakan publik dalam negara demokrasi yang konstitusional 

mengimprasikan keterlibatan unsure civil society, baik pemerintahan, 

dunia usaha, dan masyarakat luas, yang didasari dan disemangati nilai-

nilai kemanusiaan dan peradaban yang luhur, serta diselenggarakan 

dengan mengindahkan nilai dan prinsip kepemerintahan yang baik”. 
6
 

 

Ahmad Suhelmi berpendapat, bahwa demokrasi konstitusional adalah 

suatu sistem kekuasaan yang sepenuhnya didasarkan pada pemikiran 

konstitusionalisme, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh 

Undang-Undang Dasar, penguasa negara tidak boleh berada di atas Undang-

Undang Dasar.
7
  

Definisi paling umum digunakan oleh ilmuan sosial adalah definisi 

Joseph A. Schumpeter dalam bukunya, Capitalism, Socialism, dan 

Democracy. Metode demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk 

mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan 

untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 
8
 

Sidney Hook dalam Encyclopeaedia Americana, mendefinisikan 

demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan 

pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan ini secara 

                                                           
6
 Denden Deni Hendri, Argumentasi Kebijakan Uji Public Calon Kepala Daerah, (Jakarta: 

Pustaka Kemang, 2016),10. 
7
 Ibid,.11 

8
 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia 

terhadap Konsep Demokrasi, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya,1999), 72. 
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langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas 

yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
 9

  

Demokrasi mencakup pengertian kelembagaan dan proses, wawasan, 

sikap dan perilaku. Khazanah kultur dari dalam mencakup warisan nilai-nilai 

luhur yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, antara manusia dengan 

alam, serta antara manusia dengan tuhan. Dari sinilah nilai-nilai normatif 

khas Indonesia menampakkan dirinya, seperti kegandrungan terhadap 

keselarasan sosial (social harmony), perdamaian, penghargaan terhadap nilai 

spiritual, dan seterusnya. Nilai-nilai ini akan menyumbangkan nuansa-nuansa 

khas dalam perilaku Bangsa Indonesia ketika mereka berkiprah dalam area 

politik yang demokratis.
10

 

Demokrasi membahas tentang hubungan antara negara dengan 

masyarakat dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintahan 

rakyat dijabarkan dalam tiga prinsip yang sama penting, yaitu : 

1. Pemerintahaan dari rakyat atau government of the people 

Pemerintahan dari rakyat berhubungan dengan legistimasi. Legistimasi 

yang dimaksudkan di sini adalah suatu pemerintahan dan kekuasaan akan 

sah jika kekuasaan itu diberikan oleh rakyat, memilih orang-orang yang 

harus duduk di dalam kelompok yang memegang wewenang. 

Pemerintahan dari rakyat sangat penting untuk menjamin legistimasi.  

                                                           
9
 Ibid.,73. 

10
 Muhammad A.S. Hikam, Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society, (Jakarta : 

Erlangga, 1999),103. 
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2. Pemerintahan oleh rakyat atau government by the people 

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan 

kekuasaan atas nama rakyat dan juga pengawasan yang dilakukan oleh 

mereka, sehingga baik pelaksanaan kekuasaan maupun pengawasannya, 

keduanya dijalankan oleh rakyat. Menurut teori demokrasi, seharusnya 

pemerintahan tunduk kepada pengawasan rakyat, atau tunduk kepada 

social control.  

3. Pemerintahan untuk rakyat atau government for the people 

Pemerintahan untuk rakyat yang dimaksud di sini adalah pemerintahan 

yang mengeluarkan kebijakan dan bertindak demi kepentingan rakyat. 

Kekuasaan ini digunakan untuk menjalankan aspirasi rakyat dan tidak 

menjalankan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pemerintahan yang 

menjalankan kekuasaan untuk kepentingan pribadi biasa disebut 

pemerintahan yang korup.
11

 

 Robert Dahl menyaratkan paling tidak ada delapan hal dermin demokrasi, 

antara lain : 

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan 

berkumpul). 

2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat) 

3. Hak memilih dan dipilih 

                                                           
11

 Ignas Kleden, Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi “ Melacak Akar Konsep Demokrasi : 

Suatu Tinjauan Kritis”, (Yogyakarta : Lkis, 2000), 1. 
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4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan 

publik. 

5. Hak bagi pemimpin publik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan 

atau memberi dukungan. 

6. Alternative sumber-sumber informasi.  

7. Pemilu yang bebas dan adil.  

8. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau 

tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara –cara lain 

yang sejenis. 

Demokrasi dapat disimpulkan secara singkat adalah seperangkat 

gagasan dan prinsip kebebasan, di samping termasuk di dalamnya praktik dan 

prosedurnya yang berjalan langsung.
 12

  

Salah satu ciri demokrasi adalah menjunjung tinggi hak asasi. Bagi 

Rakyat Indonesia, keberhasilan dari gerakan reformasi yaitu kembalinya 

kebebasan setelah hilang sekian puluh tahun lamanya. Pangkal kebebasan itu 

ialah tiga kebebasan asasi yang terdiri dari kebebasan menyatakan pendapat, 

kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat. Dalam Islam juga 

menjunjung tinggi kebebasan yang merupakan perwujudan dari nilai 

kemanusiaan, dimana inti nilai kemanusiaan universal adalah kehormatan 

atau harkat dan martabatnya. Dalam pidato perpisahan Nabi saw (khutbatul 

wada‟) di Padang Arafah, dalam kesempatan beliau ibadah haji, masalah 

                                                           
12

 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2011), 176-177. 
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kehormatan kemanusiaan itu ditegaskan sebagai salah satu dari tiga hak 

kemanusiaan yang paling suci. Tiga hak kemanusiaan itu adalah hak hidup, 

hak memiliki harta, dan hak terjaga kehormatan atau harkat serta martabat.
 13

   

Tiga hak kemanusiaan tersebut di Eropa Barat, melalui Jhon Locke, 

menjadi sejajar dengan tiga serangkai yaitu life, liberty, and proverty. Di 

Amerika melalui Thomas Jefferson, menjadi sejajar dengan tiga serangkai  

yang terdiri dari  life, liberty, and persuit of happiness. Prinsip-prinsip itu, 

untuk pertama kalinya, mengambil bentuk dokumen legal konstitusional 

resmi negara dalam deklarasi kemerdekaan Amerika (Mukadimah UUD 

Amerika), dan lahirlah Amerika Serikat sebagai negara berkembang modern 

pertama. Namun, menurut Robert N. Bellah, model klasik untuk negara 

kebangsaan modern itu adalah tatanan sosial-politik Nabi Muhammad SAW, 

yang kemudian dikembangkan oleh Khulafâ‟ Râsyidûn. Jika disebutkan oleh 

Bellah bahwa struktur sosial –politik yang dibentuk Nabi itu “sangat 

modern”, bahkan terlalu modern untuk dapat berhasil”, kenyataannya bahwa 

struktur itu runtuh bersama runtuhnya Khulafâh Râsyidah dan tampilnya 

Dinasti Umayyah di Damaskus.  

Rezim Umayyah mengakhiri unsur modernitas struktur 

kemasyarakatan Madinah, yaitu tingkat komitmen, ketertiban, dan partisipasi 

yang tinggi, yang diharapkan dari seluruh lapisan anggota masyarakat. Unsur 

yang dihilangkan Rezim Umayyah yaitu keterbukaan posisi pemimpin 

                                                           
13

 Teuku May Rudy, Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Realigius di Indonesia, (Bandung : 

Pustaka Hidayah, 1999), 381. 
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terhadap kemampuan yang dinilai berdasarkan asas-asas universalistik 

(yakni, khususnya kemampuan atau kecakapan yang terukur secara terbuka) 

dan dilambangkan dalam percobaan untuk melembagakan pimpinan puncak 

yang tidak bersifat warisan. Rezim ini justru mengisi posisi pemimpin dengan 

berasas kenisbatan atau ascriptive (seperti pertalian darah).
 14

 

Demokrasi atau lengkapnya sistem pemerintahan demokrasi berkaitan 

erat dengan faktor-faktor seperti : adanya sistem perwakilan, berdirinya lebih 

dari 1 (satu) partai politik, berlangsungnya pemilihan umum secara berkala, 

keterbukaan politik dalam merumuskan kebijakan (public policy), 

manajemen pemerintahan yang transparan (open management), dan 

efektifitas pengawasan sosial (social control) oleh masyarakat. Dapat pula 

kita katakana bahwa demokrasi berkaitan dengan kondisi yang kondusif bagi 

pemberdayan masyarakat (society empowerment) dan terdapatnya kondisi 

keseimbangan di antara struktur politik (pemerintah) dengan infrastruktur 

politik (rakyat).
 15

  

Demokrasi juga membicarakan tentang hubungan pusat dengan daerah, 

karena bagaimanapun kecilnya suatu negara akan tetap terbagi dalam daerah-

daerah besar dan kecil untuk mempermudah urusan pemerintahan, terutama 

dalam pelayanan masyarakat. Penyerahan urusan kepada daerah disebut 

desentralisasi.
16

 Keuntungan desentralisasi yang demokrasi adalah 

meringankan beban, generalistis berkembang, semangat kerja timbul, siap 

                                                           
14

 Ibid., 381-382. 
15

 Ibid., 364. 
16

 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Politik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 129. 
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pakai, efisien, manfaat yang diperoleh besar, redsiko terbagi, tepat untuk 

penduduk yang beraneka ragam, menghilangkan kerja yang menumpuk, 

unsur individu terlihat pengaruhnya, masyarakat berpartisipasi pada 

daerahnya, keinginan bersaing dengan daerah lain, pembangunan akan cepat 

tercapai, kepengurusan yang berbelit-belit terhindar, dan timbul jiwa korzak 

kedaerahan. 
17

 

Kalangan teoretisi meyakini bahwa tidak mungkin membangun 

demokrasi dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki elemen trust, 

apakah itu trust yang harus diperlihatkan pemerintah atau trust yang harus 

diperlihatkan masyarakat kepada pemerintah.
18

  

 

1. Demokrasi  dalam  Hukum Islam 

Pada masa modernpemikiran Politik Islam selalu diwarnai oleh 

perdebatan tentang hubungan antara sistem politik sekuler (nation state) 

dan Islam sebagai agama. Pada gilirannya rumusan para pemikir muslim 

tentang hubungan tersebut menentukan pandangan mereka tentang 

konsep-konsep politik modern, seperti negara hukum, demokrasi, dan 

kedaulatan rakyat.
19

  

“Demokrasi” dalam perkembangan dewasa ini memang bukan 

merupakan konsep yang Islami. Akan tetapi, dalam Islam atau dalam 

                                                           
17

 Ibid.,130-131. 
18

 Afan Gaffer, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2006), 354. 
19

 Imam Ghazali Said, “Respon Islam terhadap Demokrasi”, Al-Tahrir, Vol.3 No.2 (Juli, 2003), 

174. 
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AlQur‟an, terkandung prinsip-prinsip yang sejalan dengan “demokrasi” 

yang kita kenal itu. Prinsi-prinsip demokrasi serta hal sistem 

pemerintahan demokrasi terkandung di dalam Ajaran Islam dan bukan 

sebaliknya. Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul memang tidak mencantumkan 

kata demokrasi, tetapi bukan berarti konsep dan prinsip semacam itu 

tidak dikenal dalam Ajaran Islam. Demokrasi adalah suatu konsep 

mengenai sistem pemerintah atau pola yang mengatur hubungan 

pemerintah dengan rakyat (the ruler dengan the ruled) dengan 

menempatkan rakyat sebagai subyek dan bukan obyek. 

Demokrasi, dari segi semantik (bahasa), lawan kata demokrasi 

adalah tirani (penindasan). Sedangkan dari telaah politik, lawan kata 

pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan totalitarian (totaliter) dan 

authoritarian (otoriter). Islam jelas tidak menghendaki adanya 

pemerintahan totaliter atau otoriter. Dengan demikian, Islam cenderung 

pada kepada sistem pemerintahan yang demokratis. Jadi, “demokrasi” 

bukan untuk menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan wahyu 

ilahi atau dengan akidah (Islam). Walaupun perlu kita akui bahwa hal itu 

dapat berlangsung pada negara-negara sekular (memisahkan urusan 

keagamaan dari urusan kenegaraan).
20

 

Soekarno beranggapan bahwa Islam adalah ajaran yang paling 

demokratis, sebab beliau beranggapan bahwa tidak ada satu agama yang 

                                                           
20

 Teuku May Rudy, Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Realigius di Indonesia, (Bandung : 

Pustaka Hidayah, 1999),  361-363.   
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menghendaki kesamarataan lebih dari Islam. Karena itu, Soekarno 

beranggapan bahwa bentuk negara yang dihendaki Islam adalah negara 

demokrasi, umat Islam dapat memperjuangkan aspirasinya. Berdasarkan 

pandangan ini Soekarno menolak bentuk diktator atau otoriter, sebab 

tidak sesuai dengan watak Islam yang demokratis.
21

  

Prinsip konsep dasar pembangunan Politik Islami adalah ummah 

(masyarakat muslim universal), takwa (tunduk dan patuh hanya kepada 

Allah), syura (musyawarah), „adalah (keadilan), musawah (persamaan) 

dan lembaga atau pemerintahan.
22

 Konsep-konsep ini juga ada yang 

terkandung dalam demokrasi.   

Dalam kehidupan politik, pada periode awal atau muslimin awal, 

diwariskan praktik politik dan ide, yang dijalani Nabi dan empat sahabat 

(Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Warisan kehidupan politik saat itu 

“murni” sejarah dan praktik politik Nabi dan empat Khalifah. Warisan 

ini berupa praktik politik, atau kebijakan politik, serta “pemikiran 

politik” yang tidak dirumuskan secara koheren. Praktik dan ide politik 

dalam pemilihan kepala negara, dikenal dengan konsep syura atau 

musyawarah.
23

  

                                                           
21

 Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam : Soekarno Versus Natsir, (Bandung : Teraju, 2002), 

127 
22

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 135.  
23

 Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Negara : Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis 

Madjid, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 11-12 
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Dalam Islam dikenal dengan kata “syûrâ”, yang berasal dari sya-

wa-ra, yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang 

lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa 

Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu 

yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) 

untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah 

yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan 

demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu 

yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Syura juga 

dapat diartikan sebagai sebuah prinsip atau nilai agar manusia selalu 

melakukan dialog dan bertukar pikiran antar sesama dalam 

menyelesaikan suatu masalah. Bagi Syahrûr, aplikasi modern atas 

prinsip syûrâ ini adalah demokrasi.
24

 Al-Qur‟an menggunakan kata syura 

dalam beberapa ayat, yaitu :
25

 

         

Artinya ;  

 Bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. (Qs. Ali 

Imran : 159) 
26

 

 

                                                           
24

 Muhyar Fanani, Fiqh Madani : Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: Lkis, 

2009), xxx. 
25

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta ;  Gaya Media 

Pratama, 2001),185 
26

 Al-Qur‟an, 3 : 159. 
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Maksud kata “urusan” dalam ayat ini yaitu urusan peperangan dan 

hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, 

kemasyarakatan dan lain-lainnya.  

               

                 

Artinya ;  

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka. Dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 

mereka. (Qs. Al-Syura : 38) 
27

 

 

Berdasarkan kedua ayat tersebut,  untuk memecahkan masalah 

dalam urusan apapun akan lebih baik dipecahkan dengan 

bermusyawarah. Akan tetapi, kebebasan berpendapat (hurriyat) dalam 

Islam memiliki batasan-batasan dan dengan teliti diawasi. Ada batasan-

batasan yang tidak boleh dilanggar.
28

 

Munawir Sjadzali menyebutkan ada enam prinsip saja yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an, yaitu prinsip kedudukan manusia di bumi 

                                                           
27

 Al-Qur‟an, 42 : 38. 
28

 Fatimah Mernissi , Islam dan Demokrasi : Analogi Ketakutan, (Yogyakarta : Lkis, 1994), 60. 
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sebagai khalifah, musyawarah, ketaatan pada pemimpin, keadilan, 

persamaan dan hubungan baik antar umat beragama. 
29

     

Pemilihan atas dasar berfikir rasional, yang dalam Islam 

prosedurnya antara lain, analog atau qiyas. Pengangkatan Umar bin 

Khattab, proses syura pertama, dengan penunjukkan dan musyawarah 

secara bertahab, lalu Abu Bakar bertanya apakah umat setuju Umar bin 

Khattab menjadi pemimpin dan massa setuju dan melakukan baiat.
 30

 

Bait adalah pengakuan setia dari pengikut kepada pemimpin yang 

diikutinya.
31

  

Praktek Nabi Muhammad SAW, dalam menjalankan perannya 

sebagai pemimpin negara, dengan traktat perjanjian atau konstitusi yang 

mengatur warga negara di Negara Kota Madinah pada enam masehi. 

Traktat perjanjian ini disebut Dustur Madinah, Mitsaq Madinah, dan 

Piagam (Charter) atau Konstitusi Madinah. Konstitusi itu ditulis 

Muhammad SAW dan disetujui oleh kelompok-kelompok masyarakat 

(Nasrani, Muslim, dan Yahudi).
 32

 Model-model proses dan prosedur 

demokratis ini menjadi dasar bagi banyak modernis untuk membuat 

“generasi” bahwa yang inti atau prinsip adalah musyawarahnya, bukan 

prosedurnya. Prosedur demokratis dapat varitif.   

                                                           
29

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta ;  Gaya Media 

Pratama, 2001),204  
30

 Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Negara : Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis 

Madjid, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 12-13. 
31

 Tim penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Bidang Akhlak dan Aliran Agama, 

(T.Tp: Emir, 2015), 5. 
32

 Ibid., 13 
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Demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan 

secara aktif semua aggota masyarakat dalam keputusan yang diambil 

oleh mereka yang diberi wewenang. Oleh karena itu, legitimasi 

pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.
33

 

Dalam Hukum Islam, umat Islam selain diperintahkan untuk memilih 

seorang pemimpin, mereka juga diwajibkan mengawasi para pejabatnya 

dalam melaksanakan hukum, dan umat memiliki kekuatan mutlak untuk 

memundurkan pejabat tersebut apabila benar-benar terbukti melanggar 

perintah Al-Qur‟an dan As-Sunnah.
34

 

2. Demokrasi di Indonesia 

Secara teoretis banyak orang mengganggap bahwa demokrasi 

adalah usaha untuk menghormati hak-hak individu, karena di negara-

negara liberal ataupun komunis disaksikan keruntuhan ketiranian, lalu 

diusahakanlah pemerintahan rakyat dengan berbagai pola dan model 

yang dikembangkan pada masing-masing sistem politik pemerintahan.
35

 

Demos berarti rakyat dan cratein berarti kekuasaan, dengan 

demikian kekuasaan berada di tangan rakyat, dalam arti kekuasaan 

untuk, oleh dan dari rakyat banyak.
36

 Teori kedaulatan rakyat atau 

demokrasi yaitu kepala negara yang dipilih dari rakyat karena rakyatlah 

                                                           
33

 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2011), 174. 
34

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986),158. 
35

 Inu Kencana Syafiie, Al-Qur‟an dan Ilmu Politik, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 230. 
36

 Ibid. 230. 
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yang memegang kedaulatan tertinggi.
37

 Prinsip kedaulatan rakyat juga 

selalu mewarnai setiap perubahan Undang-Undang Dasar 1945, baik 

dalam perumusan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Sementara 

1950, dan kembali digunakannya.
38

  

Salah satu indikasi berlakunya demokrasi dalam sebuah negara 

adalah terjaminnya hak-hak individu yang ada di negara itu. Hak-hak 

individu tertera dalam sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” harus 

diseimbangkan dengan sila ketiga “Persatuan Indonesia” yang memuat 

peraturan dalam mewujudkan kesatuan, karena sila-sila Pancasila itu 

sendiri memang harus saling kait dan menguatkan.
39

 

Sila-sila lain dalam Pancasila akan saling menguatkan 

perimbangan tersebut diatas. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan 

beradab” relatif lebih dekat dengan sila keempat, sedangkan sila kelima 

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” relative lebih dekat 

keterkaitannya dengan sila ketiga. Sila pertama “Ketuhanan yang Maha 

Esa” merupakan sila yang sesuai dengan fungsinya dan tetap berada 

pada usaha agama yang menyeimbangkan.
 40

 

                                                           
37

 Inu Kencana Syafi‟ie, Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur‟an, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 97. 
38

 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2011), 211. 
39

 Inu Kencana Syafiie, Al-Qur‟an dan Ilmu Politik, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 231. 
40

 Ibid., 231. 
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Berdasarkan perkembangan demokrasi di Indonesia,  menurut 

Bung Hatta, sumber demokrasi di Indonesia ada tiga yaitu:
41

 

a. Sosialisme barat yang membela prinsip-prinsip kemanusiaan yang 

sekaligus dipandang sebagai tujuan dari demokrasi. 

b. Ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan tuhan 

dalam masyarakat. 

c. Pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di 

desa-desa di Indonesia. 

Secara umum prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut di 

bawah ini:
 42

 

a. Adanya pembagian kekuasaan  

Untuk tidak timbulnya diktatorisme, kekuasaan (power) dipisahkan 

atau dibagi-bagi antara pembuat Undang-Undang dengan 

pelaksanaan Undang-Undang, agar terjadi saling mengawasi 

(checking power with power).  

b. Adanya pemilihan umum yang bebas  

Untuk terpilihnya pemimpin pemerintahan yang dikehendaki oleh 

rakyat, atau anggota-anggota lembaga perwakilan yang akan 

mewakili suara rakyat itu sendiri, perlu senantiasa ada pemilihan 

umum yang tidak dipengaruhi (bebas). 

                                                           
41

 Ahmad Syafi‟i Ma‟arif, Islam dan Politik : Teori Belah Bamboo Masa Demokrasi Terpimpin 

(1959-1965), 197. 
42

 Inu Kencana Syafiie, Al-Qur‟an dan Ilmu Politik, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 263-266. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 
 

 

c. Adanya manajemen yang terbuka  

Untuk tidak terciptanya negara tirai besi yang kaku dan otoriter, 

perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan. Hal itu 

terwujud bila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya 

dihadapan rakyat.                               

  

                                                                                                                                                                                                                                       

d. Adanya kebebasan individu 

Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan 

setiap lapisan masyarakat harus memiliki kebebasan berbicara, 

kebebasan bercerita dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan masing-masing.
 
 

e. Adanya peradilan yang bebas 

Untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintah (dalam arti sempit) 

dalam peradilan umum, maka aparat peradilan harus bebas dari 

pengaruh eksekutif. sehingga keluarga pejabat pemerintah itu sendiri 

apabila diadili, dapat diputuskan hukumannya dengan adil.
 
 

f. Adanya pengakuan hak minoritas  

Untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, harus ada 

pengakuan hak, misalnya terhadap agama yang minoritas 

penganutnya, atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti 

pedagang kaki lima.
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g. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum 

Untuk tidak timbulnya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka 

(machtsstaat), maka hukum hendaknya ditempatkan pada rujukan 

tertinggi, dengan demikian warga negara bersamaan kedudukannya 

dalam hukum dan pemerintahan.
 
 

  

 

  

h. Adanya pers yang bebas 

Untuk menjamin kehidupan pers di negara yang demokrasi, pers itu 

sendiri harus bebas menyuarakan hati nuraninya, baik penyampaian 

kritik terhadap pemerintah maupun terhadap diri seorang pejabat.
 
 

i. Adanya beberapa partai politik 

Untuk tidak timbul diktator partai, diperlukan beberapa partai politik 

yang bebas bersaing mengemukakan dan mengartikulasikan 

kepentingan masyarakat dalam negara tersebut. Hal ini dibuktikan 

dengan vokalnya para anggota parlemen, dan bebasnya mereka dari 

kekhawatiran recall organisasi yang mengusutnya.
 
 

j. Adanya konsensus 

Untuk penyelesaian konflik seperti timbulnya protes dan 

demonstrasi, diselesaikan dengan konsensus dan negosiasi, bukan 

dengan penekanan dan intimidasi apalagi dengan kekerasan 

bersenjata.
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k. Adanya persetujuan 

Untuk tiap tindakan pemerintah terutama pengambilan keputusan 

dari kebijaksanaan, di negara demokrasi dibutuhkaan persetujuan 

dari pihak legislatif terlebih dulu.
 
 

l. Adanya pemerintahan yang konstitusional 

Untuk tidak timbulnya negara yang bersifat absolutism, yaitu 

kekuasaan yang tidak terbatas, maka pemerintahan harus berdasarkan 

atas sistem konstitusi (hukum dasar).
 
 

m. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian 

Untuk adanya ketentuan tentang pendemokrasian, Undang-Undang 

Dasar suatu negara harus mencantumkan tertulis, bahwa 

kedaulatannya berada di tangan rakyat.
 
 

n. Adanya pengawasan terhadap administrasi negara 

Untuk terciptanya manajemen dan organisasi pemerintahan mencapai 

tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya, mutlak 

diperlukan adanya pengawasan terhadap jalannya dan pengaturan 

administrasi negara itu sendiri.
 
 

o. Adanya perlindungan hak asasi 

Untuk melindungi harkat kemanusiaan, diperlukan perlindungan hak 

asasi sepanjang memperhatikan nilai-nilai luhur moral dan agama. 

p. Adanya pemerintahan yang mayoritas  

Untuk menjamin tidak terjadinya kekuasaan di tangan satu orang, 

pemerintahan dijalankan secara mayoritas. Tetapi karena tidak 
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memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memerintah bersama-

sama, maka diserahkan kepada beberapa orang kelompok elit 

pemerintahan. Namun demikian, pemilihan orang-orangnya dalam 

kelompok tersebut ditentukan dengan pemilihan umum yang benar. 

Misalnya kepala negara atau kepala pemerintahan tidak boleh 

menunjuk kepala perwakilan.
 
 

q. Adanya persaingan keahlian 

Untuk penempatan pejabat dalam pemerintahan, harus benar-benar 

sesuai dengan keahliannya, bukan karena family atau kolega dari 

pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian tercipta 

penerimaan pegawai berdasarkan merit sistem bukan spoil sistem.
 
 

r. Adanya mekanisme politik 

Untuk mekanisme politik hendaknya berubah antara kehidupan 

politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintahan.
 
 

s. Adanya kebebasan kebijaksanaan negara 

Untuk kebijaksanaan negara hendaknya dibuat oleh badan 

perwakilan politik (seperti parlemen), tanpa paksaan dari pihak mana 

pun, baik grup penekan (pressure group) maupun salah satu partai 

yang berkuasa.
 
 

t. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah 

Untuk musyawarah, kerakyatan hendaknya dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (parlemen). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42 
 

 

Salah satu perwujudan prinsip demokrasi di Indonesia adalah dengan 

menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala untuk memilih pemimpin 

negara.      

 

B. Konsep kepemimpinan 

Kepemimpinan ialah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar 

mau bekerja mencapai tujuan atau sasaran organisasi.
43

 Mumford (1906-

1907) mendefinisikan kepemimpinan sebagai keunggulan seseorang atau 

beberapa individu dalam kelompok, dalam proses mengontrol gejala-gejala 

sosial.
 44

 

Menurut Hersey dan Blanchard, kepemimpinan dipandang sebagai 

pengaruh antar peribadi yang dilaksanakan dalam satu situasi dan diarahkan 

melalui proses komunikasi, menuju pencapaian tujuan atau tujuan–tujuan 

tertentu. Menurut Paul C. Bartholomew, pemimpin harus memiliki 

kemampuan untuk memandang organisasi secara menyeluruh, mengambil 

keputusan, melaksanakan keputusan dan melimpahkan wewenang, 

menunjukkan kesetiaan. 
45

 

Prinsip-prinsip kepemimpinan atau leadership dan rumusannya 

diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.
46

  

 

                                                           
43

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 374-375 
44

 Imam Moedjiono, Kepemimpinan dan Organisasi, (Jakarta : UII Press, 2002), 2. 
45

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 374-375 
46

 Imam Moedjiono, Kepemimpinan dan Organisasi, (Jakarta : UII Press, 2002), 1. 
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1. Konsep Pemimpin menurut Islam  

Islam adalah agama yang benar. Siapapun yang memasukinya 

akan menemukan jawaban yang memuaskan akal dan menentramkan 

batinnya. Ajarannya sungguh sempurna, sehingga pernah mengantarkan 

penganutnya meraih kegemilangan peradaban yang memimpin seluas 

dua pertiga dunia. Ribuan bahkan ratusan ribu lembaran fakta sejarah 

telah mencatatnya.
47

 

Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan istilah 

khilafah, imamah, dan ulil amri. Juga ada istilah ra‟in. Kata khalifah 

mengandung makna ganda. Pada salah satu pihak, khalifah diartikan 

sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam di masa 

lalu, yang dalam konteks kerajaan pengertiannya sama dengan kata 

sulthan. Sedangkan pada pihak lain, cukup dikenal pengertian khalifah 

sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi (Raharjo, 1996). Yang dimaksud 

dengan wakil Tuhan itu bisa dua macam. Pertama, yang diwujudkan 

dalam jabatan sultan atau kepala negara. Kedua, fungsi manusia itu 

sendiri dimuka bumi, sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna.
 
 

Selain itu dikenal pula istilah Khalifatur Rasul atau khalifatun 

nubuwwah yaitu pengganti Nabi sebagai pembawa risalah atau syariat, 

memberantas kelaliman dan menegakkan keadilan. Khalifah menurut 

sejarah ialah kepala pemerintah islam pada zaman sahabat, yaitu dengan 

baiat sebagai pernyataan setia dari penduduknya dengan jalan pilihan. 

                                                           
47

 Felix Siauw, Khilafah, (Jakarta : Alfatih Press, 2015), 5. 
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Sesudah masa sahabat, sebutan khalifah dipergunakan untuk sebutan 

kepala pemerintahan tetapi tidak melalui pilihan (Kerajaan). Sebutan 

khalifah menurut sejarah telah berakhir dengan berakhirnya Khalifah 

Usmaniyah dari Turki.
48

 Sayyid Rasyid Ridha dalam al-manar 

memberikan batasan sebagai sosok manusia yang dibekali dengan akal 

dan pikiran serta ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki makhluk lain.
 
 

Imam atau imamah sering diartikan secara lebih spesifik untuk 

menyebutkan pemuka agama, pemimpin keagama, atau pemimpin 

spiritual yang diikuti dan diteladani fatwa atau nasihat-nasihatnya 

secara patuh oleh pengikut-pengikutnya. Dalam beberapa Hadist Nabi, 

imam sering diartikan dengan pemimpin, penguasa atau amir, yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur orang-orang atau masyarakat.
 
 

Ulil amri diartikan oleh al-Maraghi sebagai pemerintah, ulama, 

cendekiawan, pemimpin militer atau tokoh-tokoh masyarakat yang 

menjadi tumpuan bagi umat, menerima kepercayaan atau amanat dari 

anggota masyarakat. Sementara Mahmud Syalthout mengartikannya 

sebagai orang-orang cerdik pandai yang dikenal oleh umat sebagai 

orang yang ahli dalam berbagai bidang serta mengerti kepentingan 

umatnya.  

Sedangkan kata ra‟in berarti penggembala, pengelola dan 

pemimpin. Dalam satu Hadis dikatakan bahwa setiap manusia adalah 

                                                           
48

 Tim penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Bidang Akhlak dan Aliran Agama, 

(T.Tp: Emir, 2015), 4. 
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pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap 

kepemimpinannya itu. Selain kata-kata di atas ada lagi istilah-istilah 

lain yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam seperti kata 

wali, rais dan wakil, yang mempunyai pengertian yang hampir sama 

dengan sedikit perbedaan dan spesifikasi.
 
 

Perbedaan pengertian kepemimpinan dalam Islam dan yang 

dikemukakan oleh para teoris kepemimpinan, bahwa kepemiminan 

dalam Islam adalah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi manusia 

sebagai khalifah dimuka bumi berdasarkan atas Al-Qur‟an dan Hadis.
 
 

Menurut Ihsan Tanjung (2002) kepemimpinan di dalam Islam 

pada hakekatnya adalah berkhidmat atau menjadi pelayan umat. 

Kepemimpinan yang asalnya adalah hak Allah diberikan kepada 

manusia sebagai khalifatullah fil ardli, wakil Allah SWT di muka bumi. 

Jika bukan karena iradahNya, tak ada seorangpun yang mendapatkan 

amanat kepemimpinan, baik kecil maupun besar. Oleh karena itu, setiap 

amanah kepemimpinan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 

Allah memberikan amanat kepada pemimpin untuk mengatur urusan 

orang yang dipimpinnya, mengarahkan perjalanan sekelompok manusia 

yang dipimpinnya guna mencapai tujuan bersama, serta  menjaga dan 

melindungi kepentingan yang dipimpinnya. Wewenang dan kekuasaan 

yang diberikan Allah kepada seorang pemimpin tidaklah ringan, sebab 

seringkali godaan setan dengan iming-iming keuntungan dunia telah 

memalingkan motivasi para pemimpin dari tujuan bersama.
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Imamah (imam = pemimpin), menurut Ibnu Khaldun, ditunjuk 

untuk merealisasikan kemaslahatan kepentingan-kepentingan, baik yang 

bersifat duniawi maupun ukhrowi (akhirat), karena kenyataan yang 

bersifat duniawi harus dicerminkan kepadaa kemaslahatan di akhirat. 

Konsep imama dalam sejarah pemikiran politik Islam sering diartikan 

sebagai pengganti istilah khalifah, yaitu konsep yang menyangkut 

penentuan seorang pemimpin (kepala Negara) dan jalannya 

pemerintahan, yang di dalamnya mengandung definisi bahwa, imamah 

itu bukanlah hak seseorang, atau hak segolongan orang saja, atau 

merupakan hak istimewa bagi seseorang. Dalam hal ini, yang 

dikehendaki dari konsep imamah ialah tertunaikannya tugas yang harus 

ditunaikannya, yang telah di-nash-kan, bukan adanya seseorang atau 

beberapa orang. 
49

 

Kepemimpinan dalam Islam bukan berarti untuk menjadi 

absolute atau otoriter. Islam memandang gagasan kepemimpinan dalam 

bentuk positif, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bukan 

diinginkan (secara pribadi), melainkan diperlukan oleh tatanan sosial. 

Ibnu Khaldun berpendapat Imamah bukanlah bagian dari rukun 

agama, namun ia adalah bagian kemaslahatan-kemaslahatan umum 

yang penentunya diserahkan kepada olah pikir makhluk (manusia).
50

  

                                                           
49

 Imam Moedjiono, Kepemimpinan dan Organisasi, (Jakarta : UII Press, 2002), 10-12. 
50

 Muhammad Imarah, Islam dan Pluralitas : Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai 

Persatuan, (Jakarta : Gema Insane, 1999), 193.  
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Pemimpin yang baik, suci, dan dapat diteladani sangat 

dibutuhkan, karena diharapkan pemimpin ini akan mengajak 

masyaratnya dalam kebaikan. Hal ini juga mempengaruhi masa depan 

generasi berikutnya (baik moral, maupun di bidang lainnya). Hal ini 

sesuai dengan Firman Allah : 
51

 

                   

                      

Artinya : 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang 

beruntung. (Qs. Âli „Imrân : 104)
52

 

 

Perintah tersebut merupakan fardhu kifayah, dan bukan fardhu 

ain, ada kata “…hendaklah ada diantara kalian….” yang menunjukkan 

bahwa jika telah ada (secara cukup) golongan umat yang 

melaksanakannya, maka kewajiban tersebut dapat dianggap gugur 

berkaitan dengan orang-orang selain mereka. Walaupun yang 

memperoleh keberuntungan hanya mereka yang melaksanakannya. 

Sebaliknya, apabila tak seorang pun dari mereka yang melaksanakan 

                                                           
51

 Inu Kencana Syafi‟ie, Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur‟an, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 96. 
52

 Al-Qur‟an, 3 : 104. 
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perintah itu maka dosanya pasti ditanggung oleh mereka semua yang 

memiliki kemampuan untuk itu. 
53

 

Kepemimpinan adalah kewenangan yang dilaksanakan oleh 

pribadi yang amat dekat dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Al-Qur‟an telah mengambarkan peran 

kepemimpinan di dalam Islam.
54

 

                

                    

        

Artinya : 

 (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka 

di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari 

perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala 

urusan. (Qs. Al-Hajj : 41)
55

 

 

Intisari tatanan politik Islam  yaitu teori negara dalam tatanan Islam  

berpusat pada menjaga keamanan, stabilitas, dan kemakmuran keseluruhan 

ummat Islam. Salah satu sifat terpentingnya yaitu pada kelenturannya dalam 

memberikan kebebasan bagi pribadi. Dalam Islam,  tidak ada pemisahan 

                                                           
53

 Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Rahasia Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar :Al-Ghazali , Percikan 

Ihyâ „Ulum Al-Dȋn (Al-Amru Bil Ma‟rūf Wan-Nahyu „Anil Minkar ), Alih Bahasa Muhammad 

Al-Baqir, (Jakarta : Mizan, 2014), 4 
54

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 374-375 
55

 Al-Qur‟an, 22 : 41. 
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politik dan etika (moralitas), karena tatanan politik Islam  mensyaratkan 

bahwa seluruh perilaku individu, khususnya perilaku administratif manusia, 

selalu taat pada tatanan  politik Islam. Tatanan ini melengkapi kita dengan 

skala sehingga dapat mengetahui dan membedakan perilaku politik yang 

mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dengan perilaku yang 

mendatangkan keburukan dan kerugian. Dengan kemampuan membedakan 

tersebut, seseorang akan dapat menuntut negara mencapai tujuan utama 

yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi warganya. 

Masyarakat memerlukan jaminan keamanan bagi kehidupan setiap pribadi, 

dan negara diperlukan bagi kelangsungan masyarakat. Oleh karena itu, 

masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya wewenang yang 

menjadi sandaran bagi tanggung jawab pembangunan stabilitas.
56

  

Para ahli Hukum Islam  dan teori klasik berpendaangan bahwa 

sistem pemerintahan Islami adalah perwakilan penegak syariah untuk 

menjaga agama dan kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah dunia. 

Seorang yang memangku jabatan urusan pemerintahan dalam negara Islam, 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Menjaga keimanan dalam prinsip-prinsip dan wujud yang oleh 

pendahulu umat telah disetujui. 

2. Menegakkan keadilan diantara mereka yang berperkara. 

Menjamin keamanan wilayah, sehingga rakyat dapat hidup di 

rumahnya serta bepergian di dalam wilayah tersebut dengan aman.  

3. Melaksanakan pidana seperti yang terapkan oleh syariah guna 

menjaga batas yang ditetapkan Allah, dan menjaga hak-hak 

makhluk-nya.  

                                                           
56

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 156-157 
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4. Memperkuat benteng dengan piranti pencegahan dan menjaga dari 

agresi. 

5. Melakukan jihad (perang suci) terhadap mereka yang memusuhi 

Islam, sesudah memberikan perlindungan kepadanya sebagai 

kalangan non-muslim. 

6. Menarik pajak dan mengumpulkan zakat dan sedekah sesuai 

dengan peraturan syariah. 

7. Mengeluarkan gaji dan pembiayaan yang diperlukan dari kas 

negara, dengan tidak berlebihan atau berkekurangan.  

8. Menunjuk orang yang mampu dan berakhlak mulia untuk posisi 

yang terpercaya, guna menjamin kesejahteraan warga dan 

penyelesaian masalah-masalah kenegaraan. 

9. Melakukan pengawasan personal dan pemeriksaan masalah-

masalah umum, guna memajukan bangsa dan melindungi 

agama.
57

  

  

Dari sekian kesembilan syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang 

pemimpin yang menjabat haruslah orang yang cerdas, tegas, amanah, 

peduli terhadap sesama, adil, bisa menjaga sikap, serta paham tentang 

hukum yang berlaku.    

 

2. Syarat  Pemimpin Menurut Imam Mawardi  

Menurut al-Mawardi, syarat-syarat imâm ada tujuh, yaitu :
58

 

a. Adil dengan-syarat-syaratnya yang universal. 

Syarat yang dimaksudkan adalah benar tutur katanya, dapat 

dipercaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala 

dosa dan hal-hal yang meragukan.
 
 

                                                           
57

 Ibid., 155-156. 
58

 Imam Al-Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyah : Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, 

Terj.Fadhli Bahri (Jakarta : Darul Falah, 2000), 3-4. 
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b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus 

dan hukum-hukum. 

Seorang imam harus memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk 

ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus 

dipecahkan. pemimpin yang berilmu dibutuhkan karena 

kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-

tukang bid‟ah. 

c. Sehat indrawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya, ia 

mampu menangani langsung permasalahan yang telah 

diketahuinya.  

d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak 

dengan sempurna dan cepat.  

e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan 

mengelola semua kepentingan. Kecerdasan dan kemampuan ini 

digunakan untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan.  

f. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi 

wilayah negara, dan melawan musuh. Keberanian ini juga harus 

dibarengi oleh kebenaran  dan punya tanggung jawab dan tabah di 

dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh.
 59

 

Keberanian dibutuhkan karena adanya usaha melepaskan diri dari 

                                                           
59

 Djazuli, Fiqh Siyâsah, : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 

(Jakarta : Kencana, 2009), 70-71 
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banyak wilayah perbatasan dan muncul pemberontak, maka calon 

yang pemberani dibutuhkan ketika itu.
 60

 

g. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada 

dan ijma‟ para ulama.  

 

Dari penjelasan Imam Mawardi, dapat dijabarkan bahwa syarat  

pemimpin, yaitu : 

1) Amanah 

Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus 

dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkannya kepada 

Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus 

dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Oleh karena 

itu, Islam  tidak dapat mentolerir segala bentuk penyimpangan dan 

penyalah gunaan kekuasaan. Allah memerintahkan agar manusia 

melaksanakan amanah yang diemban di pundaknya, hal ini sesuai 

dengan Firman Allah : 
61

 

                    

                   

Artinya :  
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 Imam Al-Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyah : Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, 

Terj.Fadhli Bahri (Jakarta : Darul Falah, 2000), 6. 
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta :  Gaya Media 

Pratama, 2001),204. 
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. (Qs. Al-Nisâ [4] : 58)
62

 

 

Dari ayat tersebut, Al-Qur‟an menegaskan konsep keadilan 

juga menetapkan dasar-dasar yang harus dipegangi oleh setiap 

pemerintahan demi mencapai keadilan dan supaya umat manusia 

tidak berpecah belah.
63

  Ayat  ini juga menjelaskan salah satu 

karakter pemimpin adalah berlaku adil dan amanah.
64

  

2) Adil 

Islam  menjamin politik yang adil. Politik yang adil dalam 

setiap umat adalah mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri 

dengan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan terhadap 

individu dan golongan serta asas keadilan diantara mereka, 

merealisasikan kemaslahatan, menghantarkan mereka agar lebih 

maju dan mengatur hubungan dengan orang lain. Islam  menjamin 

politik ini agar dasar-dasar Islam  dijadikan acuan sistem asas 

keadilan, merealisasikan kemaslahatan manusia di setiap zaman 

dan tempat. Hal ini terbukti di dalam Al-Qur‟an menetapkan dasar-

dasar dan kaidah-kaidah kullȋ tentang sistem mengatur urusan umat 

dalam pemerintahan, kaidah-kaidah ini relevan pada situasi dan 
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 Al-Qur‟an, 4 : 58. 
63

 Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya,1994), 11. 
64

 Abu Nishan, Al-Quran Tematis : Panduan Praktis Menemukan Jawaban Al-Qur‟an tentang 7 

Tema Pokok Ajaran Islam, (Bandung : Mizan, 2015), 493.  
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kondisi yang bersifat majmū, karena setiap umat berusaha dan 

menuntut suatu kemaslahatan. 
65

   

 تَصَرُّفُ الِإ مَام عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُ وْطٌ بِِ لمصَْلَحَةِ 
Artinya :  

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus 

berorientasi kepada kemaslahatannya.
66

 

 

                    

Artinya : 

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka 

putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, (Qs. 

Al Maa‟idah : 42)
67

 

 

Kata “mereka” adalam ayat ini adalah orang-orang yang suka 

mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram 

(uang sogokan dan sebagainya). 

               

          

Artinya : 

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) 

di antara manusia dengan adil.(Qs. Shad: 26)
68

 

                                                           
65

 Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya,1994), 11. 
66

 Ibid., 15 dan 147. 
67

 Al-Qur‟an,  5 : 42. 
68

 Ibid, 38 : 26. 
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Prinsip keadilan merupakan hal yang terawal dari semua 

prinsip-prinsip penting dalam pemerintahan. Perlu dijelaskan 

bahwa keadilan menyangkut semua aspek kehidupan sosial, 

ekonomi, politik, hukum, dan lain-lainnya. Konsep keadilan 

tergantung pada hubungan antara keadilan dan tanggung jawab. 
69

 

3) Tanggung jawab 

Berdasarkan konsep kebangsaan dalam Islam bahwa orang 

yang beriman wajib berusaha memelihara persatuan dan kesatuan, 

dengan sikap toleransi, tenggang rasa dan tanggung jawab..
70

 

Bertanggung jawab adalah kunci utama seorang pemimpin 

dalam menjalankan tugasnya. Semua tugas akan terlaksana dengan 

baik apabila pemimpin memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. 

Sebab mereka mengetahui bahwa setiap tingkah lakunya kan di 

pertanggung jawabkan, seperti dalam Al-Qur‟an :  

             
Artinya : 

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya. (Al: Mudatstsir : 38)
71

    

                                                                                                                                     

                                                           
69

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 156-157 
70

 M. Yatimin Abdullah, Studi Islam Kotemporer, (Jakarta: Amzah, 2006), 120 
71

 Al-Qur‟an, 74 : 38. 
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4) Merdeka 

Kebebasan dan bertanggung jawab adalah dua hal yang 

saling melengkapi. Muslim tidak akan dapat menikmati kebebasan 

tanpa diikuti dengan tanggung jawab. Kebebasan dalam Islam  

berarti bahwa setiap pribadi memiliki kebebasan dari berbagai 

bentuk perbudakan.
 72

 Seorang pemimpin haruslah bebas dari 

perbudakan agar dapat memberi keputusan sesuai pemikirannya 

tanpa menyampingkan kepentingan masyarakat atau suara rakyat 

serta Hukum Islam.  Sistem Allah telah meletakkan beberapa 

pembatas kebebasan manusia yang disebut Hudud Allah, yaitu 

Batas-batas atau Ikatan Allah. Hudud ini berisi prinsip-prinsip dan 

dasar-dasar yang sudah final.
73 

 

5) Rendah hati 

Allah memerintahkan rasululluh untuk bersikap rendah hati 

terhadap pengikutnya.  Pemimpin yang rendah hati akan 

menghargai orang lain, baik pendapat orang lain maupun bantuan 

orang lain sehingga apa yang dilakukan dan direncanakan dapat 

cepat selesai.  

Sifat rendah hati meniru kehidupan padi sebagaimana 

pepatah mengatakan “Bagaikan padi yang semakin berisi semakin 

merunduk”. Kesederhanaan akan memberikan kita ruang untuk 

                                                           
72

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 157 
73

 Ibid., 157-158. 
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berfikir lebih dalam atas makna kehidupan sehingga mengetahui 

kekurangannya dan kesalahannya sehingga dapat merubahnya 

menjadi lebih baik. Kerendahan hati dapat membuat seseorang 

terlihat istimewa di mata orang lain. Rendah hati ibarat sama tegak, 

duduk sama rendah. Lawan kata rendah hati adalah tinggi hati. 

Pemimpin yang tinggi hati akan sulit berkembang karena sikapt 

keotoriterannya. Pemimpin yang tinggi hati akan membuat orang 

lain menjauh karena merasa tidak nyaman dan tidak akan disukai 

orang lain.  

Allah juga memerintahkan pemimpin untuk merendahkan diri 

terhadap pengikutnya, sesuai dengan firman allah :  

               

    

Artinya : 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang 

mengikutimu, Yaitu orang-orang yang beriman. (Qs. Al-

Syu‟arâ : 215) 

Surat ini menjelaskan salah satu karakter pemimpin adalah 

rendah hati kepada rakyat.
74

  

 

6) Repotasi bagus, terhormat dan berwibawa 

                                                           
74

 Abu Nishan, Al-Quran Tematis : Panduan Praktis Menemukan Jawaban Al-Qur‟an tentang 7 

Tema Pokok Ajaran Islam, (Bandung : Mizan, 2015), 493.  
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Abu Bakar dipilih karena analog sebagai imam (pemimpin) 

dalam shalat jika Rasul berhalangan. “Pemikiran” yang menyertai 

hal ini adalah kreteria bahwa kepala negara itu berasal dari klan 

yang reputasinya bagus dan terhormat demi “integrasi bangsa dan 

negara” (thus the unity of the ummah could be preserved). Abu 

Bakar dipilih karena berasal dari klan terhormat, Quraisy.
 75

  

Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu 

syarat menjadi seorang pemimpin adalah berasal dari klan yang 

reputasinya bagus dan terhormat demi “integrasi bangsa dan 

negara” (thus the unity of the ummah could be preserved).  

7) Tegas, berani, pantang menyerah dan lembut 

„Umar Ibn Al-Khaththab memiliki karakter dan kepribadian 

kuat yang senantiasa terlihat meski tampak keras, kasar dan galak. 

Sikap „Umar itu hanyalah penampakan luar yang lahir akibat 

akumulasi kepribadian, kewibawaan, dan konsistensinya terhadap 

sesuatu yang diyakininya. Atas kondisi tersebut, ekspresi yang 

akan muncul tiada lain adalah luapan antusiasme dan kobaran 

semangat yang terpancar secara seimbang dengan apa yang ada di 

dalam dirinya.
76

 

                                                           
75

 Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Negara : Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis 

Madjid, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 12. 
76

 Khalid Muhammad Khalid, Umar Ibn Al-Khaththab : Khalifah Penegak Kedilan,  Alih Bahasa 

Baina Yaday „Umar, (Bandung : Mizan Pustaka, 2014), 18 
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Umar adalah sosok sederhana yang tampil apa adanya, laki-

laki yang punya karakterkuat dan tegas. Dia memiliki energi yang 

sangat besar. Sahabat Abu Bakar ini juga tipe manusia yang fokus 

dan konsisten dalam menggapai tujuan serta kukuh memegang 

prinsip, meski sebelumnya dia pernah berada dalam kesesatan. 

Namun, segala karakter itu memperoleh tempat yang sangat tepat 

manakala dia mendapat hidayah dan memeluk Islam.
77

 

Begitu karakter khas yang dimiliki „Umar. Apabila telah 

meyakini suatu hal dan memutuskan sikapnya, dia pasti akan 

meraih pencapaian yang sangat tinggi dan tidak bisa dihalang-

halangi. Dia akan berupaya dengan sekuat tenaga untuk menggapai 

tujuannya dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan 

kekuatannya. Itu kelebihan „Umar.
78

 Seperti Umar yang 

pemberani, kita juga harus memilih pemimpin yang berani, seperti 

dalam hadis: 

 يُ قَدَّ مُ فِ كُلِّ وِ لِايةٍَ مَنْ ىُوَ أَ قْدَمُ عَلَى القِيَامِ بُِقُو قِهَا وَمَصَالِِاَ
Artinya :  

 Didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang lebih berani 

menegakkan hak/ kebenaran dan kemaslahatan.
79

 

Ibnu Taimiyah menyimpulkan dengan : 

                                                           
77

 Khalid Muhammad Khalid, Umar Ibn Al-Khaththab : Khalifah Penegak Kedilan,  Alih Bahasa 

Baina Yaday „Umar, (Bandung : Mizan Pustaka, 2014), 19 
78

 Khalid Muhammad Khalid, Umar Ibn Al-Khaththab : Khalifah Penegak Kedilan,  Alih Bahasa 

Baina Yaday „Umar, (Bandung : Mizan Pustaka, 2014), 19-20 
79

 H. A. Djuzuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah yang Praktis, (Jakarta : Kencana, 2007), 149. 
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 إخْتِيَارُ الَأمْثاَل فاَلَأمْثاَل
Artinya :  

Memilih yang representatif dan lebih representatif lagi.
80

  

 

Pengangkatan Umar bin khattab, proses syura pertama, 

dengan penunjukkan. Penunjukan ini bersamaan dengan proses 

konsultasi kepada dua elit utama. Satu elit menyangsikan 

ditunjuknya Umar bin Khattab karena wataknya yang keras. Abu 

Bakar, sebaliknya, merasa lebih tahu bahwa Umar juga berhati 

lembut. Dari kebijakan politik Abu Bakar yang keras, Umar malah 

lembut.
81

 Sebagaimana perintah Allah:  

                

                
Artinya :  

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 

keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 

dari sekelilingmu.(Qs. Ali Imran : 159)
82
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 Ibid., 149. 
81

 Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Negara : Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis 

Madjid, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 12-13. 
82

 Al-qur‟an, 3: 159. 
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Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat 

menjadi seorang pemimpin adalah tegas tetapi berhati lembut, 

mendapat dukungan dari rakyatnya, serta berkualitas.  

8) Kuat (mental, jasmani, dan rohani) 

Kualifikasi mareka yang berada dalam posisi kepemimpinan 

adalah muslim (tindakannya sesuai dengan Al-Qur‟an dan As-

Sunnah), yang memiliki keistimewaan mental dan kemampuan 

jasmaniah, serta derajat rohaniah.
 83

  

Orang yang kuat rohaninya dapat ditandai dengan kuatnya 

ketak waan kepada Allah SWT.  Bertaqwa kepada Allah SWT 

merupakan syarat penting seorang pemimpin. Syarat ini sesuai 

dengan syarat pemimpin di dalam Hukum Islam dimana seorang 

pemimpin harus taat kepada Tuhannya. Sebab seorang pemimpin 

yang taat kepada tuhannya kan menjalankan tugasnya dengan baik 

dan penuh tanggung jawab. Hal ini dikarenakan pemimpin yang 

beriman tahu kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan 

atas apa yang dia pimpin dan bagaimana dia memimpin.  

9) Cerdas, ahli, kuat  

Sistem Islam  sangat menghargai prinsip “kecukupan”. Hal 

ini mendorong gagasan perwakilan yang harus dijabat oleh mereka 

yang memiliki kualitas untuk mewakili umat dalam mengelola dan 

                                                           
83

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 374-375 
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menjalankan masalah-masalah kenegaraan.
84

 Seorang pemimpin 

harus cerdas dan memiliki ilmu yang luas baik di bidang ilmu 

agama maupun di bidang ilmu dunia salah satunya politik. Karena 

sesuai dengan pendapat Mawardi, imam adalah khalifah,  raja, 

sultan atau kepala negara. Dengan demikian, Mawardi memberikan 

baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. 

Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin 

sebagai pengganti (khalifah) Nabi, untuk mengamankan agama, 

dengan disertai mandat politik. Oleh karena itu, seorang imam di 

satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin 

politik.
85

   

Al-Qur‟an menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan 

haruslah professional / kemampuan dan jujur: 

              

             

Artinya : 

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku, 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya". (Qs. Al-Qashash 28 : 26)
86
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 Ibid., 157 
85

 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara :” Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : UI-

Press: 2003), 63-64. 
86

 Al-Qur‟an, 28 : 26. 
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Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat 

sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam 

arti memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya ) dan 

terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).
87

 

              

                      

                   

            

                  

       

 

Artinya : 

Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya 

Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka 

menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal 

Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, 

sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" 

Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih 

rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh 

yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa 
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta ;  Gaya Media 

Pratama, 2001), 206 
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yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya 

lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al-Baqarah : 247)
88

 

 

Merujuk pada realitas, bahwa khalifah dalam Islam  tidak 

berpusat kecuali pada asas kekuatan. Kekuatan tersebut adalah 

kekuatan fisik bersenjata. Posisi khalifah tidak dikelilingi kecuali 

oleh tombak, pedang, pasukan bersenjata dan kekuatan dasyatnya. 

Hanya dengan itu posisi menjadi aman dan urusan-urusannya 

diselesaikan. Tidak diragukan lagi bahwa tekanan selamanya 

menjadi tiang penyangga sebuah khalifah.
89

 

10) Jujur dan berperilaku baik 

Salah satu syarat seorang pemimpin yaitu memiliki perilaku 

baik. Agar cita-cita adanya negara dapat tercapai, maka perlu 

adanya seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, dan dapat 

mengelola serta mengatur urusan negara.
90

 Menurut Ghazali, 

kekuasaan kepala negara, sultan atau raja tidak datang dari rakyat, 

tetapi dari Allah, yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil 

hamba pilihan. Oleh karena itu, kekuasaan kepala negara  adalah 

muqaddas atau suci. Kepala negara sebagai bayangan Allah di 

                                                           
88

 Al-Qur‟an, 2 : 247. 
89

 „Ali „Abd Ar-Raziq, Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan, (Yogyakarta: Jendela, 2002), 30-

31.  
90

 Sutisna, Pemilihan Kepala Negara : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, 

(Yogyakarta : Dee Publish, 2014), 9-10 
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bumi, hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat mana pun untuk 

taat mutlak kepadanya, dan melaksanakan semua perintahnya.  

                

           

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu.(Qs. An-Nisa‟ : 59)
91

 

 

Dengan kata lain sistem pemerintahan Ghazali dapat 

dikatakan teokrasi. Salah satu syarat menjadi pemimpin menurut 

Ghazali adalah wara‟ yaitu kehidupan yang bersih dengan 

kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang 

terlarang atau tercela.
92

 Sifat „adalah juga perlu ada dalam diri 

seorang pemimpin. „adalah bermakna integritas pribadi, atau 

berakhlak baik, bukan fasik. 
93

 Orang yang fasik adalah orang yang 

biasa mengerjakan perbuatan dosa.
94

 Seorang pemimpin yang fasik 

tidak akan didengar rakyatnya ketika dia mengajak kepada 

kebaikan sedangkan dirinya sendiri melanggar aturan itu.  

                                                           
91

 Al-Qur‟an, 4 : 59. 
92

 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara :” Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : UI-

Press: 2003), 77-78. 
93

 Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Rahasia Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar :Al-Ghazali , Percikan 

Ihyâ „Ulum Al-Dȋn (Al-Amru Bil Ma‟rūf Wan-Nahyu „Anil Minkar ), Alih Bahasa Muhammad 

Al-Baqir, (Jakarta : Mizan, 2014), 37 
94

 Ibid., Vi. 
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Rasulullah SAW adalah panutan umat Islam  secara 

keseluruhan. Allah memerintahkan umat Islam  agar meneladani 

Rasulullah SAW dalam Firman-Nya : 
95

 

              

                   

Artinya : 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 

Allah. (Qs.Al-Aẖzâb : 21) 

 

Pemimpin yang baik, suci, dan dapat diteladani sangat 

dibutuhkan, karena diharapkan pemimpin ini akan mengajak 

masyaratnya dalam kebaikan. Hal ini juga mempengaruhi masa 

depan generasi berikutnya (baik moral, maupun di bidang 

lainnya).
96

 

               

               

        

                                                           
95

 Ahsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Tematis Al-Qur‟an, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2005),108. 
96

 Inu Kencana Syafi‟ie, Ilmu Pemerintahan Dan Al-Qur‟an, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 96. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67 
 

 

               

         

 

Artinya : 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 

yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, 

mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan 

zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu 

akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Taubah : 71) 

 

 

             

                   

        

Artinya : 

 (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan 

mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah 

dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali 

segala urusan. (Qs. Al-Hajj : 41) 

 

Kata  Ma'ruf dalam ayat -ayat tersebut memiliki makna  segala 

perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Sedangkan Munkar 

ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Amar 

ma‟ruf nahi mungkar adalah poros utama dalam agama, yang untuk 
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pelaksanaannya Allah SWT mengutus para Nabi semuanya. 

Seandainya diabaikan pengetahuan tentangnya serta pengalamannya, 

niscaya kenabian menjadi lumpuh, agama akan surut, kesesatan makin 

menjadi-jadi, kekacauan meraja lela, kebodohan tersebar luas, 

kerusakan makin besar, negara hancur, dan rakyat akan binasa, dengan 

kebinasaan yang tak disadarai oleh mereka kecuali pada hari kiamat, 

ketika manusia saling memanggil dan meminta tolong dalam 

ketakutan. Hal inilah yang dijelaskan penulis buku yang berjudul 

Rahasia Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar : Al-Ghazali Percikan Ihyâ 

„Ulum Al-Dȋn  terjemahan dari buku „Al-Amru Bil Ma‟rūf Wan-Nahyu 

„Anil Minkar. Buku ini merupakan bagian dari ihyâ „ulum al-dȋn 

(menghidupkan ilmu-ilmu agama) yang menjelaskan secara rinci dan 

detail perihal amar makruf (melakukan kebaikan) dan nahi mungkar 

(mencegah keburukan).
97

  

               

                 

Artinya : 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari 

yang munkar, dan beriman kepada Allah. (Qs. Ali Imran : 

110)
98

 

                                                           
97

 Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Rahasia Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar :Al-Ghazali , Percikan 

Ihyâ „Ulum Al-Dȋn (Al-Amru Bil Ma‟rūf Wan-Nahyu „Anil Minkar), Alih Bahasa Muhammad 

Al-Baqir, (Jakarta : Mizan, 2014), Vi 
98

 Al-Qur‟an,  3 : 110. 
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Firman Allah ini menunjukkan betapa penting amar makruf dan 

nahi mungkar. Ia sebagai syarat, selain beriman kepada Allah, yang 

menjadikan umat Muhammad sebaik-baik umat diantara seluruh umat 

yang perna ada. Maka, tak heran Al-Ghazali ( salah satu ulama terbesar 

dalam sejarah Islam  yang memiliki banyak karya tulis) dalam buku ini 

menyebut amar makruf dan nahi mungkar sebagai poros agama. 
99

 Jika 

amar ma‟ruf dan nahi mungkar diabaikan, niscaya negara akan hancur.  

Muslim diwajibkan memilih pemimpinnya dari kalangan orang-

orang yang salih dan yang paling bermutu, sehingga pantas 

mendapatkan ketaatan sesudah taat kepada Allah dan kepada Rasulnya.
 

100
 Sesuai dengan Firman Allah :  

                

                      

                    

         

 

  

                                                           
99

 Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Rahasia Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar :Al-Ghazali , Percikan 

Ihyâ „Ulum Al-Dȋn (Al-Amru Bil Ma‟rūf Wan-Nahyu „Anil Minkar ), Alih Bahasa Muhammad 

Al-Baqir, (Jakarta : Mizan, 2014), Vi 
100

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 158 
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Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu, 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. Al-Nisâ  : 59) 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman harus 

mentaati perintah pemimpin (ulil amri). Agar rakyat dapat menjalankan 

perintah pemimpinnya dan tidak melawan perintah pemimpinnya, maka 

perintah pemimpin haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

rakyat serta tidak melanggar Aturan Allah SWT. Tidak semua orang 

dapat menjalankan tugas ini, hanya orang pilihan saja yang dapat 

menjalaninya dengan baik. Oleh karena itu, rakyat harus selektif dalam 

memilih pemimpin. Akan tetapi, setiap muslim tidak diwajibkan taat dan 

mengikuti pemimpin yang tindakannya bertentangan dengan Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT :  

مْعُ وَالطَّ  ا عَةُ عَلَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنِ النَّبِِّ قاَ لَ السَّ
الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَ كَرهَِ مَا لََْ يُ ؤْمضرْ بِعَْصِيَةٍ فأَِذَا أمُِرَبِِعَْصِيَةٍ فَلََ سََْعَ 

 وَ لَا طاَعَةَز متفق عليو
Artinya : 

Dari Abdullah bin Umar ra., dia berkata : “Nabi saw. Bersabda : „ 

mendengarkan dan taat itu wajib atas seseorang, baik suka 

maupun benci, selama ia tidak diperintahkan untuk berbuat 

maksiat. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada 
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kewajiban  mendengar dan tidak wajib taat.” (Muttafaq „Alaih/ Al 

Lu‟lu Wa Marjan : 1205).
101

  

 

Setiap muslim juga tidak diwajibkan taat dan mengikuti 

pemimpin yang memiliki mental yang lemah, maka ia tidak dapat 

dipertahankan dalam posisinya.
102

 Walaupun Islam  mengajarkan 

supaya patuh pada pimpinan para pemimpin (Ulil Amri) mereka, tetapi 

Islam  melarang untuk mempertuhankan pemimpin mereka.
 103

    

11) Superior / istimewa 

Para pejabat atau penguasa muslim juga harus memiliki 

kelebihan atau harus diistimewakan terhadap muslim lainnya.
 104

 Hal 

ini sesuai dengan pendapat Farabi dan Ibnu Khaldun. Farabi 

berpendapat bahwa, “ Tidak semua warga negara mampu dan dapat 

menjadi kepala negara. Yang dapat dan boleh menjadi kepala negara 

utama hanyalah anggota masyarakat atau manusia yang paling 

sempurna.”
105

 Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pemegang kekuasaan 

harus memiliki superioritas atas yang lain. Jika tidak, ia tidak akan bisa 

                                                           
101

 Ahmad Muhammad Yusuf, Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur‟an dan Hadist, (Jakarta : Widya 

Cahaya, 2009), 463 
102

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 375-376 
103

 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 

1988), 329 
104

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 158 
105

 Ibid., 55. 
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melaksanakan kekuasaanya secara efektif. Tanpa kekuasaan, mustahil 

kehidupan bersama dapat tertata dengan baik.
106

  

Anggota ahlul al aqdi wa al-hal (parlemen) mengadakan sidang 

untuk memilih imam (khalifah), mereka harus mempelajari data 

pribadi orang-orang yang memiliki kreteria-kreteria imamah 

(kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa di antara orang-

orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap 

kreterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak 

membaiatnya. Ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen) menawarkan jabatan 

imam (khalifah) kepada orang yang paling ahli berijtihad, lebih tua 

usianya, lebih berani, lebih pandai.
107

 

3. Konsep Pemimpin di Indonesia   

Pemimpin adalah orang yang memiliki kualitas kepemimpinan 

kuat, duduk dalam posisi eksekutif apa sebuah organisasi atau unit 

administrasi.  Pemimpin dapat juga diartikan sebagai pribadi yang 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kepemimpinan dengan 

mengarahkan dan berpartisipasi dengan para anggota organisasi guna 

mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
108

 

Berdasarkan UU Republik Indonesia Pasal 7 Ayat 1 Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 
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 Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun, (Yogyakarta : Gama Media, 2007), 

107-108 
107

 Imam Al-Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyah : Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara 

Islam, Terj.Fadhli Bahri (Jakarta : Darul Falah, 2000), 6. 
108

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 374-375 
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, 

bahwa: 

 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk 

mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon 

wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota 

dan calon wakil walikota”.
109

  

 

Berdasarkan aturan tersebut, setiap orang berhak mencalonkan diri akan 

tetapi orang tersebut harus memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.  

Pemilu sebagai suatu sistem yang menjamin bekerjanya 

struktur dan fungsi penyelenggara atau semacam subsistem electoral 

laws dan electoral government serta electoral proses, diharapkan bisa 

menciptakan suatu representative government dan democratic 

government dengan melibatkan berbagai pranata yang ada, sehingga 

memungkinkan, bahkan melonggarkan jalan bagi setiap usaha para calon 

untuk terpilih. 
110

 

Calon pemimpin haruslah berkarakter, berbasis ideologi 

kebangsaan, berkomitmen menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Tentu 

hal ini bisa dimiliki oleh calon pemimpin yang betul-betul memenuhi 

kualifikasi kompetensi dalam bidang tertentu. 
111

 

Citra pemimpin yang korup, tidak berbasis kompetensi, minim 

pengetahuan soal pengelolaan nrgara, serta kebiasaan hidup glamor, 

                                                           
109

 Tim Viva Justicia, Undang-Undang Pilkada: Gubernur, Bupati, dan Walikota Berdasarkan UU 

Nomor 10 Tahun 2016, (Yogyakarta : Genesis Learning, 2016), 4. 
110

 Kristin Samah, Fransisca Ria Susanti, Mimpi Jadi Caleg, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 
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individualistik, dan megah-megahan bisa dikurangi apabila pemimpin 

masa mendatang direkrut dengan selektif melalui mekanisme kerja 

organisasi yang bagus serta ada sistem kompetisi politik yang sehat dan 

baik bagi calon. Idealnya, kita butuh pemimpin yang punya kompetensi 

dan memiliki integritas moral, sehingga ketika terpilih bisa menjadi 

pemimpin yang agregatif, cekatan, profesional, dan amanah dalam 

memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
112

   

 

4. Syarat Pemimpin di Indonesia 

Syarat dan ketentuan untuk menjadi pemimpin di Indonesia dapat 

dilihat dalam dasar hukum yang berlaku di Indonesia, seperti: 

1. UU No.10 Tahun 2016 tentang Amandemen Undang-Undang 

Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 

2. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden 

3. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2016 

 

Menurut Pasal 7 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada 

Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan 

                                                           
112
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dicalonkan sebagai calon gubernur, dan calon wakil gubernur apabila 

memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 2 UU No. 10 

Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu : 

1) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

2) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3) Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

atau sederajat.  

4) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon 

gubernur dan wakil gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun 

untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan 

wakil walikota. 

5) Mampu secara jasmani da rohani, dan bebas dari 

penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesehatan menyeluruh dari tim. 

6) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan 

terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 

7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

8) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan 

dengan surat keterangan catatan kepolisian. 

9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. 

10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang tanggung jawabnya yang 

merugikan keuangan negara.  

11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  

12) Memiliki nomor pokok wajib pajak pribadi. 

13) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 

(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon 

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, 

dan Wakil Walikota. 

14)  Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, 

atau Bupati/ Walikota, untuk calon wakil bupati/calon wakil 

walikota pada daerah yang sama 

15) Berhenti dari menjabatnya Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, 

Wakil Bupati, walikota, dan wakil walikota.yang mencalonkan 

diri di daerahlain sejak ditetapkan sebagai calon. 
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16) Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat Bupati, dan 

pejabat Walikota.  

17) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota 

dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilanm daerah, 

dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan 

sebagai pasangan calon peserta pemilihan. 

18) Menyatakan secara tertulis pengundurandiri sebagai anggota 

Tentara Nasional Indonesi, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa atau 

sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta 

pemilihan. 

19) Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan 

usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. 
113

 

 

Sedangkan berdasarkan Pasal 5 UU No.42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,  persyaratan menjadi 

calon presiden dan calon wakil presiden adalah : 

a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 

menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri. 

c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan 

tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. 

d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. 

e. Bertempat tinggal diwilayah Negara kesatuan republik Indonesia. 

f. Telah melaporkan kekayaannya kepada yang instansi berwenang 

memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.  

g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 

yang merugikan keuangan negara. 

h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. 

i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela  

j. Terdaftar sebagai pemilih 

k. Memiliki Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah 

melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun 

terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan 

pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. 

                                                           
113

 Amandemen Undang-Undang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 10 tahun 

2016), (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 3-6 
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l. Belumpernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 

2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 

m. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita 

proklamasi 17 Agustus 1945. 

n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih. 

o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. 

p. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah  kejuruan (MAK), atau 

bentuk lain yang sederajat. 

q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis 

Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang 

terlibat langsung dalam G.30.S/ PKI. 

r. Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan 

pemerintahan negara republik Indonesia  
 

C. Pemilihan Pemimpin  

Setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda dengan negara lain 

dalam memilih pemimpin negaranya. Hal ini didasarkan pada hukum dan 

budaya yang berlaku serta latar belakang histori dari negara itu. 

 

1. Sejarah Pemilihan Pemimpin menurut Hukum Islam 

Dalam kehidupan bernegara, perlu adanya seorang pemimpin. Tidak 

semua orang bisa menjadi seorang pemimpin karena begitu berat tugas 

yang harus ditanggung maka diperlukannya sebuah aturan tentang syarat 

menjadi seorang pemimpin dengan harapan pemimpin yang terpilih dapat 

menjalankan tugas dengan baik.  

Dalam upaya menata kehidupan masyarakat dan bernegara, manusia 

memerlukan pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan guna 

melaksanakan tugasnya dengan efektif, serta mempertahankan dan 
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melindungi apa yang ia pimpin dari berbagai ancaman yang datang dari 

luar ataupun terhadap permusuhan yang terjadi di dalam masyarakat itu 

sendiri. Sangat pentingnya adanya seorang pemimpin, bahkan dalam suatu 

Hadist Nabi menunjukkan bahwa Rasulullah telah menunjuk pemimpin 

dalam setiap diskusi agar diskusi berjalan lancar dan tertib. 
114

 Rasul juga 

pernah bersabda :  

“Tidak diperkenankan bagi tiga orang yang ada di daerah terbuka 

(dalam perjalanan), bersama-sama tanpa ada seorang pemimpin di 

antara mereka”.  

 

Menurut Abdul Hadi, apabila perintah tersebut harus dilaksanakan 

oleh kelompok yang tengah mengadakan perjalanan, maka hal tersebut juga 

sahih dan perlu dilaksanakan di dalam organisasi atau kelompok manusia 

yang hidup di desa, atau di kota. Pemilihan pemimpin di kota, akan 

memungkinkan kelompok untuk menjaga ketentraman dan keadilan dalam 

dirinya, serta menjaga keselarasan di antara anggota. 
115

 

Ditinjau dari perspektif Islam, maka kepemimpinan dipandang 

sebagai kewajiban kelompok. Oleh karena itu, Islam memandang masalah 

kepemimpinan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi organisasi, baik 

tujuan maupun sasaran. Posisi pemimpin juga memperkuat kegiatan para 

anggota dan memenuhi serta menjamin keperluan pribadi dan kelompok 

                                                           
114

 Sutisna, Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, 
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115

 Muhammad A. Al-Buraey, Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), 376. 
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yang ada di dalam organisasi.
 116

 Oleh karena itu, banyak tokoh agama yang 

mewajibkan mengikuti pemilu. Menurut Gus Dur, dalam suatu kesempatan 

istighasah dengan Mbak Tutut, menyerukan kepada Kaum Nahdhiyyin 

dengan menyatakan  wajib ikut dalam pemilu. Menurut KH. Hasan Bisri, 

sebagai warga negara yang baik, seseorang mempunyai kewajiban untuk 

ikut dalam pemilu dan tidak bersikap golput. Ketua Umum MUI pusat saat 

itu,berpendapat bahwa pemilu tidak ada dalam Islam. Itu hanya perbuatan 

baik yang tidak mengajak kemungkaran.
 117

 

Lembaga kekhalifahan diatur dengan cara pemilihan, namun 

pemilihan itu terbatas pada (di kalangan) dewan pemilihan yang terdiri dari 

orang-orang dengan syarat-syarat jujur, luas pengetahuan, dan adil. Hak 

pengajuan pendapat tidak hanya dinikmati oleh penduduk ibukota, tetapi 

karena alasan praktis, secara tradisional khalifah dipilih di ibukota. Sekali 

dipilih dan dilantik, maka khalifah telah mengikat diri dengan umat melalui 

perjanjian yang menjamin kesetiaan dalam memenuhi segenap tugas dan 

menerima janji setia kepatuhan secara timbal balik.
118

  

Menurut al-Mawardi, imamah dilembagakan dengan cara pemilihan. 

Majelis syura harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai kualifikasi 

khusus.
 119

 Kreteria-kreteria (syarat-syarat) yang legal yang harus mereka 
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Cipta, 1994), 13-14. 
119

 Qamar-Ud-Din Khan, Kekuasaan Pengkhiatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-
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miliki ada tiga yaitu adil dengan segala syarat-syaratnya, ilmu yang 

membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam 

(khalifah) sesuai dengan kreteria-kreteria yang legal, wawasan dan sikap 

bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat 

menjadi imam (khalifah), dan paling efektif, serta paling ahli dalam 

mengelola semua kepentingan. 
120

 Sekelompok Ulama berpendapat, bahwa 

pemilihan imam (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota 

uhlu al-aqdi wa al-hal (parlemen) dari setiap daerah, agar imam (khalifah) 

yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan merekasemua tunduk 

kepada imamah (kepemimpinannya). 
121

 

surat Âli „Imrân ayat 159 bisa dijadikan dasar bahwa dalam politik 

salah satunya menunjuk pemimpin harus melalui musyawarah atau 

pemilihan yang disepakati bersama. Di Indonesia biasanya pemilihan 

didasarkan pada suara terbanyak. Urusan yang dimaksud dalam ayat-ayat 

diatas adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti 

urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Jadi ayat ini  

Dalam kehidupan politik, pada periode awal atau muslimin awal, 

diwariskan praktik politik dan ide, yang dijalani Nabi dan empat sahabat 

(Abu Bakar, Umar, Usman, dan ali). Warisan kehidupan politik saat itu 

“murni” sejarah dan praktik politik Nabi dan empat khalifah. Warisan ini 

berupa praktik politik, atau kebijakan politik, serta “pemikiran politik” yang 

                                                           
120
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tidak dirumuskan secara koheren. Praktik dan ide politik dalam pemilihan 

kepala negara, dikenal dengan konsep syura atau musyawarah. 
122

 

Pemilihan atas dasar berfikir rasional, yang dalam Islam prosedurnya 

antara lain, analog atau qiyas. Dengan prinsip berpikir ini, Abu Bakar dipilih 

karena analog sebagai imam (pemimpin) dalam shalat jika Rasul 

berhalangan. Di sini ada dua tahab “sumpah setia” (baiat), yaitu tahap elit 

(baiat khusus) dan tahap masa (baiat „ammah). “pemikiran” yang menyertai 

hal ini adalah kreteria bahwa kepala negara itu berasal dari klan yang 

reputasinya bagus dan terhormat demi “integrasi bangsa dan negara” (thus 

the unity of the ummah could be preserved). Abu Bakar dipilih karena 

berasal dari klan terhormat, Quraisy.
 123

  

Pengangkatan Umar bin Khattab, proses syura pertama, dengan 

penunjukkan. Penunjukan ini bersamaan dengan proses konsultasi kepada 

dua elit utama. Satu elit menyangsikan ditunjuknya Umar bin Khattab 

karena wataknya yang keras. Abu Bakar, sebaliknya, merasa lebih tahu 

bahwa Umar juga berhati lembut. Dari kebijakan politik Abu Bakar yang 

keras, Umar malah lembut. Tahab kedua, musyawarah konsultatif kepada 

elit yang diperluas, yaitu enam orang termasuk Ali bin Abi Thalib. Tahab 

ketiga, dibacakan pengangkatan Umar sebagai pengganti khalifah Abu 

Bakar. Tahab keempat, “sidang MPR” di Masjid Nabawi, dimana setelah 
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dibacakan, Abu Bakar bertanya apakah umat setuju. Massa setuju dan 

melakukan baiat.
 124

 

Praktek Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalankan perannya 

sebagai pemimpin negara, dengan traktat perjanjian atau konstitusi yang 

mengatur warga negara di negara kota Madinah pada enam masehi. Traktat 

perjanjian ini disebut dustur Madinah, mitsaq Madinah, dan piagam 

(charter) atau konstitusi Madinah. Konstitusi itu ditulis Muhammad SAW 

dan disetujui oleh kelompok-kelompok masyarakat (Nasrani, Muslim, dan 

Yahudi).
 125

 

Model-model proses dan prosedur demokratis di atas menjadi dasar 

bagi banyak modernis untuk membuat “generasi” bahwa yang inti atau 

prinsip adalah musyawarahnya, bukan prosedurnya. Prosedur demokratis 

dapat varitif.
 126 

Rasulullah SAW telah bersabda : 

“Kamu lebih tau dari saya mengenai urusan dunia kamu”.  

Dalam Hukum Islam, umat Islam diberi kebebasan untuk memilih 

mana cara yang terbaik bagi situasi dan kondisi mereka untuk memerintah 

negara mereka. Mereka bebas memilih siapa diantara pemimpin mereka 

untuk dianggap sebagai ulil amri mereka dan mereka bebas menentukan 

berapa tahun sekali mereka mengadakan pemilihan umum untuk memilih 

ulil amri itu. Dengan demikian apa yang telah dilaksanakan oleh Republik 

Indonesia selama kemerdekaannya dapat dibenarkan oleh Ajaran Islam. 

Begitu juga apabila suatu waktu cara pemilihan umum itu diubah demi 
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seleksi pemimpin yang lebih baik (misalnya pemilihan umum melalui sistem 

distrik) seperti yang sekarang dilaksanakan di semua negara bekas jajahan 

Inggris. Hal ini tidak menentang Ajaran Islam. Intinya, urusan duniawi 

(sekuler) diserahkan pengurusannya pada umat Islam sendiri sesuai dengan 

lingkungannya dan keadaannya masaig-masing.
127

  

   

2. Pemilihan Pemimpin menurut Hukum Positif  di Indonesia 

Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi berkaitan tentang 

sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat di ikut sertakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  Salah satu cara untuk mengikut sertakan 

rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan mengajak 

rakyat untuk ikut menentukan masa negara, melalui pemilihan pemimpin 

yang dapat mengatur negara ini, agar cita-cita negara dapat terwujud.  

Pemilihan umum secra langsung oleh rakyat merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara 

yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemilihan secara langsung (direct democracy) artinya hak rakyat 

untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung 

oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur minoritas. Sifat langsung 

dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena 
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berlangsung dalam kondisi yang sangat sederhana, wilayah terbatas serta 

jumlah penduduk yang sedikit, sehingga mudah sekali dimobilisasi dalam 

pemungutan suara. 
128

 Penyelenggaraan pilkada harus memenuhi beberapa 

kriteria :
 129

 

a. Langsung 

Dalam negara demokrasi modern, pemilihan umum (general election) 

secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat 

dalam menghasilkan rezim pemerintahan yang demokratis, pemilihan 

umum yang berkualitas. Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk 

memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati 

nurani, tanpa perantara. 

b. Umum 

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada 

Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan 

dicalonkan sebagai calon gubernur, dan calon wakil gubernur. Oleh 

karena itu, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna 

menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga 

negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis 

kelamin, golongan, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.  
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c. Bebas 

Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan setiap 

lapisan masyarakat harus memiliki kebebasan berbicara, kebebasan 

bercerita dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

masing-masing. Kebebasan berbicara atau mengungkapkan pendapat 

dapat dilakukan dengan melakukan pemilihan dimana pendapatnya 

dituangkan ke dalam kertas pemilihan. Demi terpilihnya pemimpin 

pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, perlu senantiasa ada 

pemilihan umum yang tidak dipengaruhi (bebas). Oleh karena itu, 

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan 

tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan 

haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat 

memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.   

d. Rahasia 

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak 

akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih 

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui orang 

lain kepada siapa pun suaranya diberikan. 

e. Jujur 

Demi menjaga kepercayaan masyarakat, maka setiap penyelenggaraan 

pilkada, aparat pemerintah, calon/ peserta pilkada, pengawas pilkada, 

pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus 
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bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

f. Adil 

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta 

pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan 

pihak manapun. 

Indonesia mengimplementasikan demokrasi melalui penyelenggaraan 

pemilihan umum.
130

 Secara teori dikenal asas demokrasi dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan ini sesuai dengan amanat dalam 

ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan 

kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang, yang berarti 

kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilu dilaksanakan 

berdasarkan Undang-Undang.
131

   

Indonesia memasuki babak baru kehidupan yang lebih demokratis 

ketika gerakan reformasi melanda di tahun 1998, ditandai dengan 

runtuhnya rezim orde baru di bawah kekuasaan Soekarno. Tuntutan luas 

masyarakat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh reformasi mendorong perubahan 

sosial-politik. Mereka menekan legislatif untuk melakukan amandemen 

konstitusi serta mengeluarkan berbagai produk Undang-Undang yang 

mendukung kebijakan demokratisasi dan desentralisasi. Hasil amandemen 
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UUD 1945 mendorong pemilihan presiden dan wakil presiden melalui 

mekanisme “satu orang satu suara” (one man one vote), menggantikan 

tradisi musyawarah mufakat melalui fraksi-fraksi sebagaimana terjadi 

selama pemerintahan Presiden Soeharto. Kali pertama mekanisme baru 

tersebut diterapkan, Abdurrahman Wahid dan Megawati menjadi presiden 

dan wakil presiden. Mereka terpilih melalui parlemen baru hasil perubahan 

UU paket politik, salah satunya mengatur tentang partai politik dan menjadi 

instrument regulasi peserta pemilu 7 Juni 1999.
132

  

Pemilu 1999 merupakan peristiwa nasional yang sangat penting, 

karenaa pemilu ini dimaknai sebagai perwujudan keinginan menciptakan 

pemerintahan yang baik, bersih, dan diterima rakyat. Untuk itu, 

pelaksanaan pemilu 1999 mencoba memenuhi persyaratan pemilu 

demokratis diantaranya dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan, 

yaitu :
 133

 

a. Kebijakan terkait dengan peran birokrasi sipil dan militer dalam 

penyelenggaraan pemilu 1999. 

b. Kebijakan mengenai pembentukan lembaga-lembaga yang mewadahi 

kerja pemilu beserta struktur organisasi lembaga-lembaga tersebut. 

c. Kebijakan tentang berdirinya partai-partai politik peserta pemilu dan 

kebebasab pers. 
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Pilkada langsung memiliki kelebihan kepala daerah terpilih memiliki 

mandate dan legistimasi yang sangat kuat, kepala daerah terpilih tidak perlu 

terikat pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah 

mencalonkannya, system pilkada langsung lebih akuntabel karena adanya 

akuntabilitas publik, checks and balances antara lembaga legislatif dan 

eksekutif dapat berjalan seimbang, kreteria calon kepala daerah dapat 

dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya, 

pilkada langsung sebagai wadah pendidikan politik rakyat, kancah 

pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi, pilkada 

langsung sebagai persiapan untuk karier politik lanjut, membangun 

stabilitas politik dan mencegah separatism, kesetaraan politik, dan 

mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat.
 134

   

Setahun setelah kejatuhannya Soeharto, reformasi institusional politik 

yang diperankan Presiden Habibie menjadi tonggak awal proses 

demokratisasi di Indonesia. Perubahan signifikan sistem kepartaian dan 

sistem pemilu berimplikasi pada fungsi legislatif di parlemen serta 

hubungannya dengan presiden dan kepala daerah di eksekutif. Eksistensi 

partai politik dan fungsi-fungsinya dalam mendinamisasi masyarakat 

menjadi motor penggerak utama demokratisasi di arena pemilu secara 

bebas tanpa lagi dibatasi dan dikooptasi negara. Partai tumbuh dan 

berkembang dalam sistem multi partai yang didukung oleh reformasi 

institusi dan berbagai produk UU partai politik yang mendorong percepatan 
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demokratisasi pasca orde baru. Partai-partai politik mengantarkan kader-

kader mereka ke parlemen sebagai representasi yang menyuarakan aspirasi 

dan mengartikulasikan kepentingan rakyat berdasarkan daerah pemilihan 

(Dapil) masing-masing.
 135

  

Pada tingkat lokal atau daerah, instrument UU No. 22 Tahun 1999 

mendorong percepatan demokratisasi parlemen dalam memilih kepala 

daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Perubahan ini 

tentu memperoleh dukungan masyarakat di daerah-daerah. Adanya UU ini 

telah mendorong bangkitnya tokoh-tokoh lokal untuk tampil menjadi 

pemimpin daerah. Perubahan Undang-undang terus bergulir dengan 

hadirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang semakin memantapkan 

demokratisasi di Indonesia. Berdasarkan UU ini, pemilihan kepala daerah 

tidak lagi dilaksanakan parlemen, melainkan dipilih langsung oleh seluruh 

anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan UU.
 136

 

Dalam negara demokrasi modern, pemilihan umum (general election) 

secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam 

menghasilkan rezim pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum yang 

berkualitas menegakkan prinsip-prinsip dasar pemilihan yaitu langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip-prinsip tersebut hanya bisa 

ditegakkan dan dijamin dengan membentuk suatu lembaga negara yang 

bersifat nasional, tetap, mandiri, integritas, profesionalitas, dan 
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akuntabilitas serta memiliki tugas khusus menyelenggarakan pemilihan 

umum. Lembaga tersebut menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pokok yang sama bernama Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). 
137

  

KPU merupakan singkatan dari Komisi Pemilihan Umum.
138

 Menurut 

kamus besar bahasa Indonesia, KPU (Komisi Pemilihan Umum) 

merupakan lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden yang berdiri 

atas wakil pemerintah dan partai politik untuk melaksanakan pemilihan 

umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu wakil tersebut.
139

 KPU 

merupakan lembaga yang mengatur penyelenggaraan pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan pemilu. Wilayah kerja 

KPU meliputi seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan 

dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara berkesinambungan serta 

bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

dan wewenangnya. Wewenang dan kewajiban KPU diatur dalam Pasal 8 

UU No. 15 Tahun 2011.  Proses pemilihan meliputi tahab sebelum 
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pemungutan suara, tahab pemungutan suara, dan tahab setelah 

berlangsungnya pemungutan suara. 
140

 

Sifat nasional pada KPU  mengandung pengertian wilayah kerja dan 

tanggung jawab penyelenggaraan mencakup seluruh territorial negara 

kesatuan republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU menjalankan 

tugas secara permanen berkesinambungan meski dibatasi oleh periode 

jabatan tertentu. Sedangkan sifat mandiri mengandung makna penegasan 

bahwa KPU bersifat netral dan independen, terbatas dari berbagai bentuk 

intervensi politik pihak manapun, baik lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif maupun lembaga auditif. Sifat, kedudukan dan prinsip dasar 

penyelenggaraan pemilihan umum tersebut menjadi semangat, nawa cita, 

ruh, pedoman, khitah perjuangan atau semacam nilai dasar dalam 

menyelenggarakan suatu pemilihan umum. 
141

 

Untuk menjaga sifat, kedudukan dan prinsip penyelenggaraan pemilu 

maka dibutuhkan penyelenggara pemilu dengan kualifikasi tertentu yaitu 

independen, professional, dan berintegritas serta menghormati dan 

menjunjung tinggi hak politik, hak sipil dan hak konstitusional warga 

negara. Penyelenggaraan pemilu menurut Undang-undang terdiri dari 

anggota KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kab/ kota atau disebut komisioner dan 

secretariat jenderal. Dua unsure ini menjadi faktor penting yang 
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mendeterminasi dan membangun marwah dan kepercayaan publik (public 

trust) terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
 142

   

Hampir satu dekade ke belakang, tepatnya tiga tahun setelah 

berakhirnya penyelenggaraan pemilu tahun 2004, muncul pemikiran di 

kalangan pemerintah dan DPR untuk selalu memperkuat integritas dan 

menjaga independensi secara personal maupun secara kelembagaan 

penyelenggara pemilu, merubah citra buruk yang pernah melekat dan 

mengembalikan kepercayaan publik pada KPU serta meningkatkan 

kwalitas pemilu dan pemilukada. Setelah melakukan evaluasi politik 

terhadap penyelenggara pemilu, DPR bersama dengan pemerintah 

kemudian menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan 

penyelenggaraan pemilu diatur normanya dalam konstitusi pada pasal 22-E 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 143

 

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga 

penyelenggara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan 
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perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, pemilihan umum 

presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan 

wakil kepala daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan 

perUndang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) Undang-

undang secara lebih komprehensif. Dalam Undang-Undang tersebut diatur 

mengenai penyelenggara pemilu di tingkat nasional yaitu komisi pemilihan 

umum (KPU), penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi yaitu KPU 

Provinsi dan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/ kota yaitu KPU 

kabupaten/ kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 

bersifat nasional, tetap (permanen) dan mandiri serta badan pengawasan 

pemilu sebagai lembaga pengawas pemilu beserta tingkatannya masing-

masing sebagaimana struktur KPU.
 144    

     

Dalam rangka mewujudkan dan menjamin KPU yang memiliki 

integritas dan independen sebagai penyelenggara pemilu, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2007 juga mengatur pula kode etik penyelenggara pemilu 

untuk menguji dan menilai etika penyelenggara pemilu. Agar kode etik 

penyelenggara pemilu dapat diterapkan dalam penyelengaaraan pemilu, 

dibentuk dewan kehormatan KPU dan Dewan kehormatan Provinsi.
 145

  

Penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari berbagai masalah hukum, 

baik yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu, 

pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, sengketa pemilu, tindak 
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 Ibid., 39-40. 
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 Ibid., 40 
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pidana pemilu, maupun perselisihan suara hasil pemilu. Permasalahan 

hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sering tidak 

terselesaikan secara baik karena kesalahan pahaman, perbedaan penafsiran, 

ketidakjelasan pengaturan, ketidak puasan, ketersinggungan, kecurigaan, 

tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenangan atau 

ketidak adilan maupun terjadinya keadaan-keadaan yang tidak diduga, 

sehingga penegakan hukum pemilu selain tergantung peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukumnya, sangat ditentukan oleh faktor 

kesiapan lembaga dan profesionalisme aparat penegak hukum serta 

masyarakat.  

Untuk menghindari masalah dalam pemilu sebelumnya, diperlukan 

penyempurnaan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

mengatur penyelenggara pemilihan umum. Hal ini dilakukan untuk lebih 

meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 

Apabila terjadi masalah hukum dalam penyelenggaraan pemilu, maka perlu 

adanya penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam 

penyelenggaraan pemilu dalam perkembangan terdapat peraturan-peraturan 

dan aparat penegak hukum yang bersifat khusus serta persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi baik secara materiil maupun formil.
146

  

Untuk mengeluarkan keputusan dan / atau tindakan dalam 

penyelenggaraan pemirintahan, salah satunya memutuskan siapa pemimpin 
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 Roni Wiyanto, Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan  DPRD, (Bandung : Mandar Maju, 

2014), V. 
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yang pantas, maka pejabat pemerintahan dalam menjalankan wewenangnya 

mengacu pada asas-asas pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat 

AUPB. Sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AUPB), 

yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak 

menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan 

pelayanan yang baik.
147

  

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan.
 148

 Jadi, di dalam asas kepastian hukum juga terdapat asas 

kepatutan ( asas equity / billijkheid) yaitu keadilan yang bersifat khusus 

yang diterapkan pada suatu kasus tertentu. 
149

  

 

D. Mudda’a Alaih 

Mudda‟a alaih dalam Hukum Islam bisa bermakna tersangka maupun 

terdakwa karena  dalam Hukum Islam tidak ada perdedaannya antara 

tersangkan dan terdakwah. Penulis mencoba mengartikan terdakwa memiliki 

kemungkinan besar dinyatakan bersalah walaupun hanya dugaan sementara 
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 Hardi Munte, Model Penyelenggaraan Sengketa Administrasi Pilkada, (T.Tp : Puspantara, 

2017), 171-172 
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 Hardi Munte, Model Penyelenggaraan Sengketa Administrasi Pilkada, (T.Tp : Puspantara, 

2017), 172 
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 Muhammad Sukri Subki, Djumadi, Menyelesaikan Sengketa melalui Pengadilan Pajak, 

(Jakarta : PT. Alex Media Komputindo, 2007), 28. 
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karena terdapat bukti yang memberatkan terdakwah. Sedangkan tersangka 

belum ada bukti yang memberatkannya, sehingga kemungkinannya kecil 

untuk dinyatakan bersalah.  

Wetboek van strafvordering belanda tidak membedakan istilah tersangka 

dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah beklaagde dan verdachte, tetapi 

hanya mengguanakan satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu 

istilah verdachte.  Namun demikian, dibedakan pengertian verdachte sebelum 

penuntutan (dalam KUHAP disebut tersangka) dan sesudah penuntutan 

(dakam KUHAP disebut terdakwa).
150

   

Dalam kamus Bahasa Indonesia, terdakwa adalah orang yang didakwa 

(dituntut, dituduh) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan 

untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.
151

 Tersangka dari kata 

dasar sangka yang memiliki arti kira dan taksir. Jadi, tersangka dapat diartikan 

diduga, dicurigai atau tertuduh.
152

 

Dalam penelitian ini, penulis membahas mudda‟a alaih sebagai 

tersangka. Dalam Hukum Pidana, tersangka diartikan sebagai seorang yang 

karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 

diduga sebagai pelaku tindak pidana.
153

  Jadi, mudda‟a alaih  adalah orang 

                                                           
150

 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 67.  
151

 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya : Apollo Lestari, 1997), 150. 
152

 Ibid., 530. 
153

 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 

1989), 352-353. 
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yang dimintai hak.
 154

  Sedangkan mudda‟I  adalah orang yang meminta 

hak.
155

 KUHAP memberi hak kepada tersangka, meliputi :
 156

  

1. Hak segera diperiksa  

2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya 

tentang apa yang disangkakan. 

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. 

4. Hak untuk mendapat juru bahasa. 

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap pemeriksaan.  

6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasehat hukum. 

7. Hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya 

(bagi tersangka yang berkebangsaan asing). 

8.  Hak untuk menghubungi dokter (bagi tersangka yang ditahan). 

9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah 

dengan tersangka yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau 

jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan 

keluarga dengan maksud yang sama diatas. 

10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan 

perkara tersangka. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan 

kekeluargaan.  

11. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasehat hukumnya. 

12. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. 

13.  Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge. 
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14. Hak untuk menuntut ganti kerugian. 

 

Dari kesekian hak yang dipaparkan dalam KUHAP, tidak ada yang 

membahas tentang hak tardakwa untuk mencalonkan diri atau dicalonkan 

menjadi seorang gubernur.  

Dalam Hukum Pidana Islam, mengenal beberapa asas, salah satunya asas 

praduga tidak bersalah. Menurut asas praduga tidak bersalah (principle of 

lawfullness), semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali 

dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum, serta setiap orang dianggap 

tidak bersalah untuk perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada 

suatu kejahatan tanpan ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan 

muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan. Konsep ini telah diletakkan dalam 

Hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. 

Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad bersabda :  

“Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat, dan 

apabila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika 

imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah 

dalam menghukum”.  

 

Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus 

dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.
 157

 Bukti disyaratkan 
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 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 102-

103. 
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harus pasti karena bukti yang berdasarkan dugaan tidak membawa ke arah 

keyakinan.
158

 Seperti dalam Firman Allah :  

                   

Artinya : 

Dan Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap 

kebenaran. (Qs. An-Najm : 28) 
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 Ibid., 355-356. 


